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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

Perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan yang 

dinyatakan pailit yaitu kedudukan pekerja dalam kasus kepailitan adalah 

sebagai kreditor preferen. Dapat dikatakan sebagai kreditor preferen 

karena pekerja memiliki hak yang berupa upah, pesangon, uang 

penggantian hak dan sebagainya yang pembayarannya didahulukan 

apabila terjadi kepailitan perusahaan berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian, pekerja setelah 

perusahaan dinyatakan pailit tidak memiliki hubungan kerja dan dikatakan 

putus hubungan kerja nya dengan perusahaan atau pengusaha yang 

bersangkutan, sehingga pekerja secara tidak langsung dikatakan 

diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan yang dinyatakan pailit 

tersebut. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pada Pasal 47 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja yang mengatakan bahwa apabila pekera di 

PHK maka Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 (nol 

koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (21); uang penghargaan masa 

kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang 

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).  
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Oleh karena itu, apabila terjadi kasus kepailitan perusahaan dan 

perusahaan tidak dapat memberikan hak-hak sebagaimana yang terdapat 

diatas, perlindungan hukum terhadap pekerja berlandaskan pada perjanjian 

kerja yang disepakati kedua belah pihak yang dibuat dengan dasar 

peraturan perundang-undangan terkait dan mencakup hak serta kewajiban 

para pihak, sehinggga apabila hak pekerja yang terdapat dalam perjanjian 

kerja tidak dipenuhi oleh perusahaan, pekerja dapat melakukan upaya 

pemenuhan hak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan 

berlandaskan pada perjanjian kerja yang dibuat para pihak pada awal masa 

kerja dimulai yaitu melalui jalur non litigasi (bipatride, konisliasi, mediasi) 

karena termasuk dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja dan litigasi 

(Pengadilan Hubungan Industrial). 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis berikan, Penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Adanya peran aktif pemerintah melalui instansi terkait dalam 

permasalahan ketenagakerjaan seperti Dinas Ketenagakerjaan jika 

terjadi kasus kepailitan, agar memberikan perhatian bagi mantan 

pekerja perusahaan yang dijatuhkan putusan pailit agar segera 

mendapatkan haknya yang berupa upah ataupun mendapat 

kemudahaan untuk mendapat pekerjaan lain. 
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2. Diharapkan kepada perusahaan yang dijatuhkan putusan pailit 

lebih memperhatikan mengenai hak pekerja meskipun perusahaan 

sedang dalam proses persidangan, namun hak pekerja lebih 

diperhatikan dan dilihat sebagai piutang yang diistimewakan serta 

termasuk utang harta pailit yang harus didahulukan 

pembayarannya. 

3. Diharapkan kepada pekerja dari perusahaan yang dinyatakan pailit 

agar memiliki dorongan untuk memperjuangkan haknya, 

mempelajari ataupun menambah informasi mengenai upaya yang 

dilakukan jika hak pekerja tidak diberikan meskipun perusahaan 

sudah dinyatakan pailit karena pekerja berhak untuk mendapatkan 

hak yang seharusnya didapatkan seperti upah yang belum 

diberikan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, 

tunjangan hari raya maupun uang penggantian hak. 
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